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Abstrak 
Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk kepentingan 
pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali aparat penegak hukum dihadapkan 
pada suatu masalah, dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh aparat 
penegak hukum sendiri dikarenakan berada diluar kemampuan aparat penegak 
hukum itu.  Begitu pula dalam kasus pembunuhan dimana penyidik membutuhkan 
bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik, untuk memberikan keterangan 
medis tentang kondisi korban (visum et repertum). Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan prosedur dalam mendapatkan visum et repertum pembunuhan 
pada dasarnya harus adanya laporan dari masyarakat mengenai peristiwa 
pembunuhan. Selanjutnya penyidik membuat surat permintaan visum et repertum. 
kemudian digunakan sebagai alat bukti serta untuk mengungkap suatu kasus 
pembunuhan. 
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Abstract 
Efforts to obtain the evidence needed for the purpose of examining a criminal 
case, often law enforcement officers are faced with a problem, where the problem 
cannot be resolved by law enforcement officials themselves because it is beyond 
the capacity of law enforcement officers. Likewise in murder cases where 
investigators need help from experts such as forensic experts, to provide medical 
information about the condition of the victim (visum et repertum). Based on the 
results of the research and discussion of procedures in obtaining the post mortem 
report on murder, basically there must be a report from the public regarding the 
murder event. Next the investigator made a request for post mortem et repertum. 
then used as evidence and to uncover a murder case. 




Pembunuhan  merupakan kejahatan berat yang tidak dapat diterima oleh akal 
sehat manusia  dan cukup mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Seperti yang 
di muat di dalam surat kabar, majalah, televisi dan media online yang memberitakan 
mengenai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sudah tidak asing lagi dan dikenal 
dari zaman ke zaman bahkan diera modern sekarang ini justru semakin marak dengan 
berbagai macam motif yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Pembunuhan akan 
terus menerus ada selama masyarakat masih ada.  
 Kejahatan dan penegakan hukum berjalan berdampingan yang artinya apabila 
kejahatan terjadi maka penegakan hukum diterapkan.1Dalam hal ini Peran penyidik 
                                                          
1 Tolib Effendi, 2017. Dasar-dasar Kriminologi. Malang: Setara Press, h. 2 
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sangat dibutuhkan guna mengungkap suatu kasus  tersebut dan menggiring para pelaku 
untuk mendekam di dalam penjara guna untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
 Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada 
hakekatnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil, artinya kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para 
penegak hukum untuk mendapatkan kebenaran materil suatu perkara pidana 
dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap 
diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan: “Tidak seorang 
pun bisa dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. 
 Memperoleh kebenaran materil tidak lepas dari masalah pembuktian, yaitu 
tentang peristiwa yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum 
pidana  berarti memperlihatkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra serta 
mengutarakan hal-hal yang dapat ditangkap oleh logika. Pembuktian merupakan bagian 
dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 
hukum. 
Mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah 
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat (1) alat bukti berupa: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
 Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk kepentingan 
pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali aparat penegak hukum dihadapkan pada 
suatu masalah atau hal-hal tertentu dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan 
oleh aparat penegak hukum sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar 
kemampuan aparat penegak hukum itu. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum 
membutuhkan bantuan dari seseorang tenaga ahli sebagaimana diatur dan disebutkan 
didalam KUHAP pada Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal penyidik 
menganggap perlu, ia bisa minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian 
khusus”.  
Dalam kasus-kasus tertentu penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli 
untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-
kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan 
contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli 
forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi 
korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap 
lebih lanjut kasus tersebut. 
 Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam 
bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut 
pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh 
dokter atas permintaan pihak yang berwenang, memuat keterangan segala sesuatu yang 
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diamati pada benda yang diperiksa dan mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, 
berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan.2 Dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: “Dalam hal penyidik untuk 
kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati 
yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan 
(empiris), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap 
penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota yang menangani kasus pembunuhan. 
 
PEMBAHASAN 
Prosedur Dalam Mendapatkan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam 
Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resort Malang Kota 
Sebagaimana tujuan dari Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman 
pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menyatakan 
bahwa: 
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-
tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur 
dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. 
 Berdasarkan tujuan tersebut, maka hal ini menuntut aparat penegak hukum 
terutama penyelidik dan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana guana menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan. 
Ada beberapa petanyaan dalam wawancara yang saya lakukan di Kepolisian Resort 
Malang Kota dengan Penyidik yang berada di Unit PIDUM (Pidana Umum) dalam 
menggali informasi lebih mendalam mengenai cara mendapatkan visum et repertum, 
dan fungsi dari visum itu sendiri. Diantaranya:4 
1. Bagaimana prosudur dalam mendapatkan visum et repertum jenazah dalam 
perkara tindak pindana pembunuhan?  
2. Dalam  pemeriksaan otopsi yang dilakukan dokter terhadap jenazah apakah 
penyidik turut serta ? 
3. Apa saja alat yang digunakan dalam otopsi ? 
4. Dalam perkara pembunuhan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan visum et repertum?  
5. Memuat apa saja isi visum et repertun ?  
6. Siapakah yang mengeluarkan visum et repertun ? 
7. Apakah terdapat kendala dalam mendapatkan visum et repertum? 
                                                          
2 Njowito Hamdani. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 24. 
3 Tim Redaksi Bip. 2017. kuhp dan kuhap. Jakarta: bhuana ilmu populer, h. 282. 
4 Wawancara dengan Yanto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang Kota, tanggal 
29 mei 2019. 
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8. Bagaimana upaya penyidik jika keluarga korban menolak untuk dilakukannya 
visum et repertum terhadap jenazah? 
 Proses penyidikan dapat dimulai dan diproses apabila penyidik telah mendapatkan 
dasar tertentu. Dasar bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya 
kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai 
berikut: 
1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 
2. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 
3. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) 
   Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan  
skripsi ini adalah tindak pidana pembunuhan, jenis tindak pidana ini pada umumnya 
diketahui dari adanya kedapatan tertangkap tangan atau laporan dari masyarakat. 
Kedapatan tertangkap tangan dalam hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP 
Pasal 1 butir 19 yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, 
atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat 
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau 
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah 
pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut itu. 
Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu 
pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 
Berdasarkan data yang ada di Polres Malang Kota yaitu adanya kasus 
pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Sugeng Angga Santoso lantaran 
kesal tak bisa di ajak hubungan badan. Pertemuan Sugeng Angga Santoso dan korban 
terjadi pada tanggal 7 mei 2019 di Jalan laksamana Martadinata. Kala itu sugeng 
dimintai uang karena tidak ada , kemudian sugeng membelikan makan, sugeng 
kemudian mendekati korban. Sugeng melakukan tindakan asusila terhadap korban 
dengan memegang dada dan bagian intim korban. Keduanya lantas pindah ke parkiran 
gedung bekas gerai matahari di pasar besar malang atau TKP. Sugeng diduga melukai 
bagian intim korban dan mengeluarkan darah dan pingsan. Setelah menato Sugeng 
pergi meninggalkan korban yang masih pingsan. Sugeng kembali keesokan harinya ia 
kembali pada pukul 01.30 dini hari dan langsung memutilasi korban menggunakan 
gunting. Ia terlebih dahulu memotong kepala korban, kemudian tubuh korban dibawa 
ke kamar mandi. Karena kamar mandi sempit korban kembali memotong tangan dan 
kaki korban. Potongan tubuh dimasukkan dalam karung dan di tinggal dikamar mandi 
sedangkan potongan kepala dan tangan diletakkan di bawah anak tangga yang menuju 
kematahari. “motifnya, korban tidak bisa memenuhi nafsu Sugeng saat diajak 
berhubungan intim”.5 
      Terhadap laporan mengenai terjadinya tindak pidana pembunuhan, kemudian 
dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut  dapat membuat 
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  
                                                          
5 Wawancara dengan Selamet Sugiarto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang 
Kota, tanggal 28 mei 2019. 
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Adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui, atau melihat adanya 
pembunuhan yang di ketahui meninggal dunia. Dalam kasus pembunuhan pihak polisi 
langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) didampingi oleh tim Identifikasi 
untuk mengambil olah (TKP) mengecek apakah mayat masih hidup atau meninggal, 
mengambil sidik jari, mengambil sampel darah, penyisihkan barang bukti dan 
mencari barang bukti. Sampel darah dan sidik jari ini kemudian akan diajukan ke 
Laboratorium Forensik (LABFOR) yang berada di polda jatim Surabaya.6 
sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yanto selaku  penyidik yang berada 
diunit pidana umum, dalam hal terjadi tindak pidana pembunuhan wajib di lakukan 
visum et repertum yaitu sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah melakukan 
pemeriksaan otopsi pada korban yang telah meninggal dunia. Polres malang kota 
dalam mengungkap kasus ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 
malang khususnya bagian forensik untuk meminta hasil dari pada visum tersebut.  
Keberadaan visum et repertum yang selalu menjadi barang bukti dalam 
peyidikan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan 
dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP Junco Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur 
perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik 
dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan 
yang sedang dilakukannya. 
Dalam prosudur untuk mendapatkan visum et repertum tersebut, hal ini hanya 
dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur 
dalam Undang-undang. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang 
berhak meminta visum et repertum  adalah sebagai berikut: 
Penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa 
penyidik adalah :  
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; 
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang. 
  Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat 
kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 
ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut : 
(1) Penyidik adalah : 
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat pembantu letnan Dua Polisi. 
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 
Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) 
(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang 
berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah 
penyidik. 
Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II. 
 Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan visum et 
repertum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut: 
                                                          
6 Wawancara dengan Selamet Sugiarto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang 
Kota, tanggal 28 mei 2019. 
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a. Permintaan harus di ajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan 
permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos. 
b. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama-sama korban 
atau barang buktinya kerumah sakit. 
c. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum tentang keadaan atau peristiwa 
yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia 
kedokteran bagi seorang dokter. 
d. Di dalam surat permintaan visum et repertum harus dicantumkan: 
1. Jenis surat permintaan visum et repertum 
2. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin 
3. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain. 
e. Untuk permintaan visum et repertum jenazah, maka berarti jenazah harus 
diotopsi. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum luar saja, oleh karena 
Dokter tidak mungkin memberikan kesimpulan tentang sebab kematiannya 
tanpa otopsi.7 
Pada perinsipnya otopsi baru boleh dilakukan jika ada surat permohonan 
tertulis dari penyidik dan setelah keluarga mengetahui serta telah memahaminya, 
atau setelah 2 hari dalam hal keluarga tidak menyetujui otopsi atau keluarga tidak 
ditemukan.  
Dalam mendapatkan visum et repertum polres malang kota bekerjasama 
dengan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar malang khususnya bagian forensik untuk 
meminta hasil dari pada visum tersebut. Terkait dengan surat permohonan tertulis 
dari penyidik mengenai visum et repertum korban pembunuhan yang secara 
administratif ditujukan kepada kepala Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar malang 
tempat dilakukannya pemeriksaan medis terhadap korban pembunuhan.8 
          Diatur dalam Instruksi No. Pol. :Ins/ E/ 20/ IX/ 75 Tentang Tata Cara 
Permohonan/ pencabutan Visum Et Repertum. Dalam butir 8 untuk menghindari 
kesalahpahaman, perlu Dokter yang memeriksa mayat diberikan keterangan lisan 
tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan matinya orang/korban 
tersebut. Petugas wajib datang menyaksikan dan mengikuti jalannya pemeriksaan 
mayat/ otopsi yang dilakukan Dokter. 
Dalam melaksanakan otopsi terdapat peralatan penunjang seperti, 
1. Kamar otopsi 
2. Meja otopsi 
3. Peralatan otopsi 
4. Pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan 
5. Peralatan tulis menulis dan fotografi 
Cara melakukan otopsi diantaranya : 
1. Pemeriksaan luar  
a) Label mayat  
b) Tutup mayat 
c) Bungkus mayat 
d) Pakaian mayat 
e) Perhiasan mayat 
                                                          
7 Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhamad Hendy Arizal. 2017. Ilmu kedokteran forensik dan  
medikolegal. jakarta: Rajawali pers, h. 47 
8 Wawancara dengan Yanto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang Kota, tanggal 
29 mei 2019. 
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f) Tanda kematian 
1) Lebam mayat  
2) Kaku mayat 
3) Suhu tubuh mayat 
4) Pembusukan 
g)  Identifikasi khusus 
1) Rajah/ tato 
2) Kelainan pada kulit 
3) Cacat pada tubuh 
h) Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka 
1. Letak luka 
2. Jenis luka 
3. Bentuk luka 
4. Arah luka 
5. Tepi luka 
6. Sudut luka 
7. Dasar luka 
8. Sekitar luka 
9. Ukuran luka 
2. Pemeriksaan dalam terdiri atas: 
a) Pengirisan 
b) Pengeluaran organ dalam 
c) Pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu 
d) Pengembalian organ tubuh ke tempat semula 
e) Menutup dan menjahit kembali9 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Yanto selaku penyidik yang ikut 
serta dalam menyaksikan jalannya otopsi, pertama-tama mayat diletakkan terlentang  
dan kemudian dilakukan pengirisan mengikuti garis tengah badan mulai dari bawah 
dagu diteruskan sampai ke bawah pusar. Kemudian dikeluarkanlah organ dalam dan 
dilakukannlah pemeriksaan paru-paru, apakah terdapat cairan, darah atau lainnya. 
Kandung jantung dibuka menggunakan gunting dan pemeriksaan apakah rongga 
kandung jantung terisi oleh cairan atau darah dan adakah luka pada jantung. 
Selanjutnya usus, ginjal, limpa, hati, kandung empedu juga di periksa. 
Kemudian pemeriksaan dilanjutkan ke area kepala melepaskan tengkorak 
dan dilakukan penciuman bau yang keluar sebab pada beberapa jenis keracunan 
dapat tercium bau yang khas. Kemudian dilakukan pengamatan lain apakah terdapat 
pendarahan ataupun nanah. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan semua organ 
bagian dalam dikembalikan seperti semula kemudian dijahit dan diserahkan kembali 
kepada keluarga.10 
Dalam kasus pembunuhan yang telah melalui proses otopsi maka segera 
dilakukannya pembuatan visum et repertum definitif. Merupakan visum et repertum 
lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat 
permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses 
peradilan.  
                                                          
9 Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhamad Hendy Arizal, op.cit., h. 246 
10Ibid. h. 248 
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Berikut hal-hal yang secara umum  termuat dalam visum et repertum jenazah 
yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban pembunuhan yang 
dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana 
pembunuhan. 
Visum et repertum terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu: 
a. Pembukaan: 
1) Kata “Pro Justitia” artinya untuk peradilan; 
2) Tidak dikenakan materai; 
3) Kerahasiaan. 
b. Pendahuluan : berisi landasan operasional ialah objektif administrasi: 
1) Identitas penyidik (nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat Pembantu 
Letnan Dua), jabatan, kepolisian mana). 
2) Identitas surat permintaan (nomor, tanggal, asal, cap, dan kop surat); 
3) Identitas korban/ barang bukti (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, 
asal, agama, pendidikan, alamat tempat tinggal); 
4) Identitas peristiwa (macam kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), 
kasus lain (KL) ); 
5) Identitas TKP (lokasi dan saat kejadian); 
6) Macam pemeriksaan (pemeriksaan luar atau dalam); 
7) Barang bukti lain (terlampir atau tidak); 
8) Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik); 
9) Identitas saat/ waktu dan tempat pemeriksaan. 
c. Pelaporan/intisari: 
1) Dasarnya objektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa); 
2) Bahasa yang komunikatif untuk kalangan non medis; 
3) Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya ada 
penjelasan atau gambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau 
lampiran visum et repertum; 
4) Secara garis besar meliputi anamnesis, tanda vital, luka (lokasi, 
karakteristik dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil 
pengobatan. Pencatatan tentang perlukaan atau cedera dilakukan dengan 
sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. 
Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai letak anatomisnya, koordinatnya; 
absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah 
jarak antara luka dengan titik anatomis permanen (terdekat). 
a. Kesimpulan: landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa 
sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3) 
1) Memberikan informasi kepada pihak penydik sehingga mempermudah 
proses penyidikan. 
2) Dasar membuat kesimpulan: ilmu kedokteran forensik. 
3) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah medis. 
b. Penutup: landasannya Undang-undang/peraturan yaitu UU No. 8 Tahun 1981 
dan Lembaran Negara No. 350 Tahun 1937 serta sumpah jabatan/ Dokter 
yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa 
dalam visum et repertum tersebut. Setelah penutup, kalimat/kata terakhir 
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adalah tanda tangan dan nama dokter serta cak instansi dimana dokter 
tersebut bekerja/bertugas.11 
  Visum et repertum harus mencakup keterangan -keterangan yang diberikan 
oleh dokter kepada pihak penyidik, agar penyidik dapat melakukan tugasnya, 
yaitu memperjelas suatu perkara pidana. 
  Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh dokter 
kepada penyidik adalah: 
a. Menentukan identitas korban  
Dengan metode identifikasi secara ilmiah yang dilakukan dokter, dengan 
demikian pihak penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang 
akan berguna didalam penyidikan. 
b. Memperkirakan saat kematian 
Dari pemeriksaan mayat yang lengkap dari lebam mayat,kaku mayat, suhu 
tubuh, keadaan isi lambung, serta perubahan post-mortal lainnya, maka 
dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan 
informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), 
maka perkiraan kematian lebih mendekati sebenarnya. 
c. Menentukan sebab kematian 
Sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi). 
Bagi penyidik sebab kematian sangat berguna didalam menentukan antara 
lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan 
dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban.  
d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian 
Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam 
menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban 
adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan 
segera menghentikan penyidikan. Bila ternyata kematiannya tidak wajar, 
misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan 
langkah yang harus dilakukan. 
 
Hambatan Dalam Mendapatkan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap 
Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Malang Kota 
Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus 
pembunuhan yang ditangani oleh Polres Malang Kota ada beberapa macam yaitu: 
1. Identitas korban belum di ketahui 
2. Kondisi mayat membusuk dan menjadi bangkai 
Dalam hal identitas korban belum diketahui tentunya hal tersebut berpijak 
pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya 
(ada korelasi antara korban dengan pelaku). Dan jika suatu sebab kematian dapat di 
tentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini tentunya akan 
menyulitkan bagi penyidik dan tidak jarang penyidik akan menemukan jalan buntu. 
Belum lama ini polresta menangani kasus pembunuhan akan tetapi kasus 
pembunuhan ini di ketahui setelah satu minggu lebih dan waktu itu korbannya telah 
membusuk atau menjadi bangkai. Dalam kasus ini waktu otopsi yang dibutuhkan  
lebih dari satu minggu karena kondisi korban membusuk. Jika kondisi mayat belum 
                                                          
11 Ibid. h. 51 
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terlalu parah waktu otopsi yang dibutuhkan hanya 3 hari. 12  jika kondisi mayat 
membusuk tentunya hal ini akan memakan waktu lama dalam menentukan identitas 
korban, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian, dan 
menentukan atau memperkirakan cara kematian. tentunya akan menghambat proses 
penyidikan. 
 
Upaya Penyidik Jika Keluarga Korban Menolak Untuk Dilakukannya Otopsi 
Sebagaimana diatur dalam Instruksi No. Pol. :Ins/ E/ 20/ IX/ 75 Tentang 
Tata Cara Permohonan/ pencabutan Visum Et Repertum Pencabutan permintaan 
visum et repertum pada perinsipnya tidak dibenarkan. Namun terkadang dijumpai 
rintangan dari keluarga korban yang keberatan untuk dilaksanakan bedah jenazah. 
Dalam hal ini penyidik dapat menerapkan KUHAP Pasal 134 ayat (2) Dalam hal 
keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud 
dan tujuan perlu dilakukanya pembedahan tersebut. Bahwa pembedahan/otopsi 
perlu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adanya upaya yang sedemikian 
rupa tentunya keluarga korban dapat memahami dan menerima serta 
memperbolehkan untuk dilakukannya otopsi terhadap mayat. 
Sebagaimana keterangan bapak Slamet Sugiarto selaku penyidik yang 
berada di unit tindak pidana umum. Dalam kasus pembunuhan wajib dilakukannya 
otopsi demi kepentingan penyidikan. Selain itu juga beliau mengatakan otopsi ini 
tetap harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian 
hari, seperti pihak keluarga korban tidak terima, pembongkaran mayat yang telah 
dikubur, menyulitkan otopsi . 
Bila keluarga korban tetap memaksa dicabut, sedangkan pembedahan 
mutlak perlu dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat 
menerapkan KUHP Pasal 222 : barangsiapa dengan sengaja mencegah, 
menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan di 
ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu limaratus rupiah. 
Beliau juga menerangkan berbeda jika kematian masih dapat dianggap wajar 
dan si korban meninggal sendirian dirumah dan sewaktu hidup riwayat si korban 
memang mengalami suatu riwayat penyakit jantung, paru-paru dan penyakit lain 
yang mengancam jiwa. Keluarga korban dapat menolak untuk dilakukannya otopsi 
jika dapat dibuktikan dengan dibuatkannya surat keterangan dari rumah sakit bahwa 
keluarga korban menolak untuk dilakukannya otopsi, keterangan dari saksi yang 
membenarkan bahwa korban sakit, dibuat dan ditanda tangani keluarga korban 
mengetahui ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW) setempat.13 
 
PENUTUP 
Dalam pelaksanaan pembuktian suatu kasus dugaan pembunuhan harus 
dilakukan dengan baik. Mulai dari pemeriksaan tempat kejadian perkara harus 
dilakukan dengan baik agar dapat dengan mudah menentukan cara kematian korban 
serta mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin saat kematian. Kemudian 
dalam pemeriksaan forensik harus dilakukan dengan baik. Pada pemeriksaan korban 
                                                          
12 Wawancara dengan Yanto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang Kota, tanggal 
29 mei 2019. 
13 Wawancara dengan Selamet Sugiarto. Penyidik diUnit PIDUM (Pidana umum) Polres Malang 
Kota, tanggal 29 mei 2019. 
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yang sudah meninggal harus dilakukan dengan seksama dan teliti agar nantinya 
tidak mengalami kesalahan dalam mendiagnosa. Terutama dalam pemeriksaan 
dalam tubuh korban. 
Jika keluarga menolak penyidik harus segera mengupayakan semaksimal 
mungkin kepada keluarga/korban maksud dan tujuan otopsi yang diduga kasus 
pembunuhan tanpa menunggu 2 x 24 jam yang pada dasarnya jika lebih dari 2 x 24 
jam semua keputusan ada ditangan penyidik akan  dilaksanakan otopsi atau tidak. 
Jika memang diduga tindak pidana pembunuhan harus segera dilakukan 
visum et repertum  karena seperti membusuknya korban akan dapat membuat kabur 
hasil pemeriksaan atau negatif. Hal ini akan mengakibatkan proses pembuktian 
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